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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi pemerus yang sering dikumandangkan sebagai
pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya
mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam
mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar 1945.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pada saat ini
telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kekerasan
vang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-
anak Indonesia mengalami kegoncangan jiwa dan mercka juga mengalami
kemunduran mental. Kekerasan terhadap anak ini telah berkembang dan
berdampak negatif pada bangsa dan negara.

Kondisi inj sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak bisa diatasi
jelas akan merusak generasi muda Indonesia dan merupakan kerugian yang
sangat besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Karena seringnya kekerasan ini, maka perlu untuk mengetahui faktor-
faktor yang mendorong kekerasan tersebut dilakukan dan selanjutnya akan
mencoba mencari jalan keluarnya; Mencari jalan keluvar -bukanlah berarti

mengikis habis tindakan kekerasan terhadap anak tetapi mencari jalan yang




memungkinkan mengurangi angka kekerasan terhadap anak karena seperti
berbagai literatur dapat diketahui bahwa tindakan kriminalitas itu berupa
pemerkosaan, pencurian dan pembunuhan. Tetapi dalam pembahasan skripsi ini
akan difokuskan. khusus dalam hal kekerasan terhbadap anak yang dilakukan oleh
orang tua.

Ansk yang mengalemi kegoncangan jiwa dan kemuncuran mental, maka
apabila kondisi il tidak tertanggulangi, besar kemungkinan anak merasa tidak
senang schingga ia akan mengalami hal-hal yang bersifat disorganisasi perilaku,
bersikap murung, sepang bertengkar, bersikap unii sosial, menderita kesepian,
masa bodoh atau kemajuan diri, senang mengkambing hitamkan orang lain, dan
melarikan din dan kenyataan yang dihadapinya,

Para anak yang menentang ini biasanya dapat dibedakan dalam paling
sedikit 4 golongan. Penggolongan tersebut, sedikit banyaknya didasarkan pada
efek negatif dari pendidikan yang dialaminya secara normal.

Golongan yang inenentang im biasanya dapat dirinci r;lenjadi bagian
sebagai berikut
1. Pemberontak yaitu yang menentang atau tidak mentaati semua pihak yang

memegang kekuacaan. Mereka juga tidak mentaati semua kaidah maupun
nilai tradisional yang berlaku. Sikap menentang dilakukan secara terbuka dan

bertingkah laku tidak adil.




2. Perubahan mercka adalah yang berkeinginan untuk mengubah segala pola
sikap tindak tradisional maupun adat istiadat. Pada sikap tindak dan adat
istiadat dianggapnya penuh dengan kekurangan-kekurangan sehingga tidak
adil.

3. Akfivitas yakni golongan yang sebenamya mengharapkan perubahan akan
tetapi mempergunakan cara-cara yang agak radikal dan teror.

4. Golongan eksentrik yang mengundurkan' diri dari pergaulan umum dan
menciptakan kaidak-kaidah sendiri, Mereka rata-rata melakukan sikap tindak

menentang secara individual.

1.2 Rumusan Masalah

Adepun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai benkut :
1. Faktor-faktor apzkah yang menyebabkari kekcrasan terhadap anak dalam
ketuarga?

2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang terjadi

dalam keluarga?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
I. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak

dalam kefuarga




2. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang
terjadi dalam keluarga
Sedangkan manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Secara Teoritis
a. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah
ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum Pidana.
b. Memberikan masukan-masukan tentang perlindungan hukum terhadap
anak korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga.
2. Secara Praktis
a. Bermanfaat kepada masyarakat untuk dapat memahami tentang penegakan
hukum atas kejahatan kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam
keluarga.
b. Bagi penegak hukum adalah untuk mencan suatu preseden hukum dalam
memeriksa dan mengadili kejahatan disertat dengan kekerasan,
c. Bagt penulis sencin adalah untuk memahami bagaimana realisasi
penjatuhan hukuman dalam kejahatan kekerasan terhadap anak yang

terjadi dalam kelnarga. .

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu
penelitian yang memberikan gambaran terhadap kejahatan kekerasan dalam

rurnah tangga.




2.

3.

Lokasi Pepelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan
adalah di Pengadilan Negeri Enrekang.

Sumber Data

a. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu yang langsung diperoleh
dari sumber-sumber seperti dari Pengadilan Negeri Enrekang dan Pelaku
kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Sumber data diperoleh dan data sekunder yaitu bahan buku penunjang
yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun

penjelasan terhadap data primer.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan
melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung
mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Enrekang melakukan
wawancara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan

e -

permasalahan dalam skripsi ini.

Analisis Data.

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu
suatu analisis data secara ielas serta diuraikan dalam bentuk kalimat tanpa
menggunakan rumus-rumus statistik sehingga diperoleh gambaran yang jelas

dan menyelurth mengenai tindak pidana kekerasan pada anak dalam

lingkungan keluarga.



BAB2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

1. Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang
akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana,
sebagaimana menurut Wirjono Predjedikero (1989:55), bzhwa ¢

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda sirafbaarfeit, yang

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrecht

atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana(selanjutnya disebut

KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam

bahasa asing, yaitu delict yang berarti suatu perbuatan yeng pelakunya

dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan
merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah strafbaarfeit
yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi
sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama
pengertiannya dengan peristiwa pidana, demikian pula yang dikemukakan
oieh Tresna (Rusli Effendy, 1986:53), sebagai berikut :

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan

manusia yang bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-

undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan
pemidanaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana
yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya

diancam pidana.




Sedangkan Moeljatno (1987:55) menerjemahkan strafbaarfeir
dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuaten yang dilarang oleh svatu aturan

hukum, farangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang

oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam

pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan
kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian
bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara
kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua
keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adenya orang
yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Lanjut Simons (A.Z. Abidin Farid, 1995:224) mengartikan
"strafbaarfeit (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah : “perbuatan
melawan hukum yang berkzaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang
mampu bertanggung jawab”.

Menurat Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 1995:225), pengertian
strafbaarfeit adalah : “Perbuatan manusia yang divraikan oleh undang-
undang, melawan hukum, strafwaardiq (patut =tz bernilal untuk dipidana),
dan dapat dipelajari karena kesalahan (en aan schuld te wijten)”,

Pengertian strafbaarfeit yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya

lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (dolus),




2.

alpa, dan kelalaian (culpa lafa), sementara Van Hamel mengartikan
strafbaarfeit jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga
kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah

strafbaarfeit tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah strafwaardigfeit.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu
dikemukakan pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno ‘
(1993:63), unsur-unsur tindzk pidana terdin atas:

Kekakuan dan akibat (perbuatan);

Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
Keadaan tambahan yang memberatkan;
Unsur-unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang subjektif,

o a0 op

Pendapat Moeljaino tersebut menekankan bshwa unsur-unsur
terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbuikan suatu akibat
dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan

objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalzh

. adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan _

yang melawan hukum, sedanpgkan unsur melawan nukum objektif
penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:64) yang menganut pandangan dualistis
terhadap delik, menyatakan bahwa :

Melalui syarat-syarat pemidanaan terdiri atas syarat perbuatan
melawan hukumn dan pertanggungjawaban pembuat :
a. Unsur perbuatan (handlung)

1} Perbuatan yang mencocoki rumusan delik

2) Melawan hukum

3) Tidak ada dasar pembenar




b.

Unsur pembuat (handelende)

1) Kemampuan bertanggung jawab

2) Ada kesalahan dalam arts luas, meliputi dolos (sengaja atau
opzet) dan culpa lata (kelalaian)

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1981:171 ) bahwa ;

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana
seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan
yang terbagi atas perbuatan (feif) dan pembuat (dealer), karena
masing-masing mempunyai unsur tersendiri.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan

unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai

berikut :

Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenai unsur
perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran
dualisme yaitu:

o0 op

Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;

Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;

Keadaan tambahan yang imemberatkan pidana; dan

Tak adanya alasan pembenar.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) sendiri berpendapat

bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah seba{gai berikut:

1.
2.

Perbuatan aktif atau pasif;

Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan
melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal 27 UU No. 14
Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman);

Akibai, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;

Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-
delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165
KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus
pegawai negeri);

Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima
secara diam-diam).
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Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak
disebut di dalam pasal UU pidana, maka ia merupakan unsur yang diterima
secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan olch pemmtut umum, juga
melawan hukum materiil.

Jika dibandingkan dengan hukuman, ternyata pidana merupakan
istilah khusus yang mempunyai ciri khusus, baik sifat dan bentuk maupun
cara pelaksanaannya, sedangkan hukum mempunyai cakupan pengertian
yang [uas.

Menurut Muladi (Muladi dan Arief, 1992:2) :

Istitah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat

mempunyat arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat

berkoniotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak
hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah
schari-han di bidang pendidikan, imoral, agama Gan sebagainya

Berdasarkan uraian di atas, maka lebih tepat bila digunakan istilah
pidana karena selain alasan-alasan di atas, istilah pidana secara resmi telah
dipergunakan dalam UU Nomor | Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana. s

Pasat VI UU Nomor 1 Tahun 1946, berbunyi sebagai berikut :

(1) Nama UU Hukum Pidana Wetboek van strafrecht voor

Nederiandsch Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht

(2) UU tersebut dapat disebui KUHPidana, ST

Menurut Sudarto seperii yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi

(1991:1), bahwa :
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Penghukuman berasal dan kata dasar hukum sehingga dapat diartikan

sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukuman

(berechten). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya

menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum

privat.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi
(1991:1), bahwa ‘istilah penghukuman dapat disempitkan artinya.
Penghukuman dalam perkara pidana yang bersinonim pemidanaan atau
pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim"

Di dalam hukum pidana terdapat unsur pokok yaitu norma dan sanksi
yang diancamkan kepada yang melanggar norma tersebut. Sehingga apabila
terdapat norma dengan sanksi-sanksinya, maka itu merupakan suatu
peraturan hukum pidana.

Suatu peraturan hukum pidana pada umumnya mengatur tentang

seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:2) bahwa :

1. Perbuatan mana yang dilarang dan diperintahkan disertai ancaman
pidana;

2. Bilamana suatu pidana ditimpakan kepada seorang pembust delix;

Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan (strafsoorf};

4. Ukuran pidana (strafmaaf) yakni untuk berapa lama atau berapa
besar yang dapat ditimpakan;

5. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan
(strafmodus).

Ll

Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang
hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana.
Menurut Sudarto (1986:22-23), bahwa "sanksi dalarn hukum pidana

adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana

merupakan sistem sanksi yang negative™.
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Lebih lanjut Sudarto (1986:23) berpendapat bahwa :

Pidana termasuk juga tindakan (maatregel, masznahme)
bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang
dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak
henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan
pemidanaan untuk memberikan pembenaran (justification) dan’'
pidana itu. Koreksi mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan
merupakan peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang lag.
Resosialisasi adalah usaha dengan tujuan mengembalikan terpidana
ke dalam masyarakat dengan daya tahan, artinya tidak melakukan lagi
kejabatan. Pengayoman kehidupan masyarakat merupakan tujuan
yang ditckankan bilamana pelaku delik itu melakukan kejahatan berat
dan dikuatirkan, bahkan ditakuti bahwa di masa akan datang masih
besar kemungkinan dia melakukan delik-delik berat, meskipun telah
dilakukan usaha resosialisasi. Menurutnya, terhadap twjuan koreksi,
resosialisasi dan pengayoman kehidupan masyarakat, masalahnya
bukanlah mengenai pilikan yang bersifat altematif tetapi mengenai
aksen atau tckanan yang diletekkan pada salah satu dan tiga hal
tersebut.

J.E. Sahetapy (1982:283) mengemukakan bahwa :

Pemidanaan bertujuan "pembebasan”. Pembebasan yang dimaksudkan
adalah bahwa pembuat delik dibebaskan secara mental dan spiritual,
artinya pidana harus dapat membebaskan pelaku dan cara dan gaya
hidupnya vang lama maupun cara berpikir dan kepiasaan yang lama.
Jadi, makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja
dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru melainkan ia
harus pula dibebaskan dari kenyataan sostal yang memkbelenggunya.

Schwartz dan Skolnick (Muladi dan Arief, 1992:20) mengemukakan
bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk :

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (1o prevent
recidivism);

2. Menccznh oraig lain melakukan perbuatan yang sama seperti
yang dilakukan si terpidana (7o deter other from the performance
of similar acts);

3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas
dendam (fo provide a channel for expression of retaliaiory
motives).
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2.2 Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang
untuk dapat discbut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak
adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak
dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia
dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab
secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum
yang dilakukan anak itu.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam -
meletakkan batas usia maksimum sczorang anak, akan ditemukan pendapat
yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada siatus
kedewasaan seseorang anak.

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian
hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian
yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini -

a. Menurut Hukum Perdata.
Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa befum dewasa
adalah .. mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun
77 dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila perkawinan itu dibuBarkan
sebelum umur mercka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak
kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum
dewasa dan berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah

o
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perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian
ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.
Dengan demikian batas usia seseorang menurut Pasal 330 KUH.

Perdata adalah :

a. Batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa adalah
21 tahun

b. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang
telah menikah dianggap telah dewasa.

. Menurut UU No. I Tahun 1974.

Dalam Pasal 7 ayat (I) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizirkan jika pihak pria mencapai
umnur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pembatasan umur ini meonurut memori penjelasan adalah untuk
menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Penyimpangan atas hal

tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

UU NO, 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1
ayat (1) merumuskan bahv/a anak adaiah orang dalam perkara anak nakal
yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi beium berumor 18
tahun dan belum permah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara
delapan tahun sampai berumur 18 tahun. o

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya
tidak sedang terikat dalam perkawinan atavpun pernah kawin dan

kemudian cerai.




15

Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau
perkawinannya putus karena perceraian, maka. si anak dianggap sudah
dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut UU No. 23 Takun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak
yang masih dalam 'l;andungan.

Aminzh Azis menyatakan "pembicaraan tentang pengeriian anak
dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal, biasanya dilakukan dengan
mendasarkan pada tingkatan usia”

Dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 jelas dinyatakan bahwa :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai
umur 18 tahun dan be-'um pernah kawin,

2. Dalam hal anak metakukan tindak pidana pada bates umur
sebagaiinana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang
pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas
umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun teiap
diajukan ke sidang anak.

Penentuan batasan anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 adalah
orang-orang dalam perkara anak nakal yahg tefah mencapai umur 8 tahun
tetapi belum genap berusia 18 tahm. Sedangkan anak nakal adalah "anak
yang melakukan tindak pidana penganiayean, pemerkosaan, pelecehan
seksual dan sebagainya”.
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2. Hak-Hak Anak
Di Indonesia hak-hak anak telah diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan. Anak, yang tertera pada pasal 2

sampai dengan Pasal 8, sebagai benkut :

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhaa dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganye maupun dalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,
untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

¢. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun sudah dilahirkan.

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar.

e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tara berhak
mendapat pertolongan, bantuan dan perlil;dungan. -

f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh
negara atau orang atan badan hukum.

g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam
lingkungar keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan
yang bertujpan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi
dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
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i. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan

yang bertujuan menolongnya guna. mengatasi hambatan yang terjadi
dalam masa pertumbuhan, juga diberikan kepada anak yang telsh

dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum  berdasarkan

keputusan hakim.

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat

pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan

kesanggupan anak yang bersangkutan.

k. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak

menjadi hak setiap 2nak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama,

pendinan pelitik dan kedudukan sosial.

Kemudian selain hak-hak, anak dikemukakan di atas, ada hak-hak

yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan anak, yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12,

sebagai berikut :

1.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara wujar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindengan dan kekerasan dan
diskriminasi.

Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan status
kewarganegaraan,

Sctiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,
dan berckspresi sesuai dengan tingkat kecerdacan dan usianya,
dalam bimbingan orang tua.

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,
dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu
sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak,
atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak
diasuh atau sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain
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sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi acak yang
menyandang czcat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,
sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak
mendapat pendidikan khusus.

. Setiap anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat
kecsrdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu
luang, bergaul denpan anak yang sebaya, bermain, berckreasi,
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi
perkembangan din,

. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial.

Hek-hak anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dalam

proses advokasi dan hukum perlindungan anak dapat dikelompokkan ke

dalam ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana, ketentuan U No. 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan Anak, yang meliputi prinsip-prinsip proses peradilan sebagai

. Hak yang diperoleh sebelum s1 dang pengadilan :

a. Anak sebagai tersangka

b. Anak sebagai korban kejahatan

¢. Anak sebagai saksi dalam pemeriksaan tersangka

2. Hak yang diperoleh selama persidansan dapat digolongkan :

a. Anak sebagai pelaku kejahatan
b. Anak sebagai korban kejahatan
¢. Anak sebagai saksi dalam suatu bentuk kejahatan

3. Hak yang diperoleh setelah persidangan (terhukum)

a. Anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum pengadilan
(terdakwa)
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b. Anak sebagai anggota lembaga pemasyarakatan anak

c. Anak sebagai anggota rumah asuh partikelir

d. Anak sebagai terhukum yang dikembalikan kepada orang
tuanya.

2.3 Pengertian dan Jenis-jenis Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Romli Atmasasmita (1988:55) menjelaskan bahwa :

Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk

melakukan paksaan atau tckanan berupa fisik maupun non fisik.

Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna

sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau

serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas
atas diri

Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu terjadi dimana saja,
kapan saja, siapa saja bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan
baik fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.
Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama
tidak mendapat perhatian di Indonesia.

Menguak kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masaiah ini
memeriukan pemnbahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatskan
hahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak
kekerasan terhadan perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin
tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam
rumah tangga apapun resikonya, merupakan tiga hal pokok yang

mendasarinya.
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Menurut Hasbianto (1996 : 2) bahwa :
Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan
secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara
pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga. Kejahatan diartikan
sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum atau undang -
undang saia tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan
dengan norma - norma yang ada dalam masyarakat walaupun
tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang - undang.

Menurut Hari Saherodji (1980 :12) bahwa :

Kejahatan adalah semva bentuk ucapin, perbuatan dan tingkah laku

secara ckonomi, polittis dan sosiopsikologi sangat merugikan

msyarakat, melanggar norma susila dan menyerang keselamatan
warga masyarakat,

Dalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan diatur/termasuk dalam
pasal - pasal mengenai tindak pidana dengan korban perempuan seperii
Kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dengan pemberatan
hukuman bila perbuatan tersebut terhadap orang dalam keluarga seperti ibu,
anak/isteri. Selanjutnya perbuatan - perbuatan yang termasuk kekerasan
domestik (domestic violence) secara khusus memang belum diatur dalam
kukum pidana Indonesia, sehingga kejahatan ini terjadi dibanyak tempat,
kejahatan inj masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan
dalam rumah tangga menjadikan kaum perempuan dan anak-anak sebagai
korban utamanya.

... Mereka sering tidak berdaya untuk melepaskan diri dan situas yang
menekan ketenangannya lm@ﬂﬂ ayah, dalam banyak masyarakat telah
dikukuhkan sebagai kepala keluarga yang mempunyai hak penuh untuk

membesarkan, menetapkan masa depan, dan apa bila perlu menghukum




21

anggota keluarganya. Agar kekuasaan seorang ayah (atau ibu) tidak sampai
merugikan keluarganya sendiri, beberapa Negara telah memiliki hukum yang
dapat mencegah orang tua menyiksa anaknya, suami menyiksa isterinya atau
sebaliknya isteri menyiksa suaninya. Amerika Serikat memiliki Undang-
Undang yang disebut sebagai Violent Crime Control and Law Enforcement
act 1994 yang didalamnya mencakup pula penanganan terhadap kekerasan
dalam Rumah Tangga, 1:tap: banyak Negara, terutama Negara berkembang,
belum memiliki perangkat hukum seperti itu karena masih dibayangi oleh
ambiguitas budaya.

Ambiguitas budaya disini maksudnya adalah masih banyak arggapan
bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan absolute
atas keluarganya. Bagi masyarakat yang demikian itu sulit untuk menerima
pendapat tentang perkosaan oleh svami sendini (marital rape). Misalnya di
Indonssia sendir, banyak reaksi keras menolak pencantuman pasal tentang
marital rape tersebut dalam rancangan KUHP, karena mereka beranggapan
adalah kewajiban isteri untuk selalu siap melayani “keinginan seksual
suarninya.

Kariono Mohamad (199%: 93-94), mengatakan bahwa :

Domestic violence (kckerasan dalam Rumah Tangga) hanyalah salah

satu bentuk saja dalam feromena kekerisan yzng dialami sebagai

percmpuan, bukan hanya di Indonesia tetapi diselunth dunta.

Walaupun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang

tidak terbatas pada perempuan saja (dewasa maupun anak - anak),

akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling

sering mengalaminya di banding dengan laki - laki. Kekerasan dalam
rumah tangga merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya
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diskriminasi terhadap perempuan. Kekhususan domestic violence
dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya
hubungan yang berkenaan kekuasaan (power relation ship) antara
korban dan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) sangatlah tinggi karena hubungan
kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur
dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya
abuse of power oleh pemilik kekuasaan tersebut korban juga
mengalami ketakutzn, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada
yang berwajib. Dalam konferensi dunia tentang perempuan yang ke
empat di Beijing tahun 1995 disebutkan bahwa kekerasan terhadap
perempuan tidak terbatas pada :

"pyisical, sexual,and psychological violence accournng in the family;
including battering, sexual abuse of female children in the house
keld, dowry-related vielence, marital rape, female genital nuilation
and other traditional practices harmful to women, non- spansal
violence and violence related to exploitation."”

Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan (yang
tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat), menunjukkan betapa
rentannya kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Harus
diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi
hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki - laki, yang pada
gilirannya telah menciptakan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap
perempuan.

Perhatian terhadep rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan
diartara sesama anggotanya, merupakan gejala yang menarik karena justru
rumah tangga merupakan tempat yang paling pertama seseorang melihat dan
bahkan merasakan adanya kekerasan.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No.

23 tahun 2004 diatur dalam Pasal | angka (1) menyebutkan :
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"Setiap pembuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual,
psikologis, dan atau pendantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara me/a wan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan
dalam rumah tangga bukan hanya terhadap perempusn saja akan tetapi bisa
saja terjadi terhadap suami, isteri, anzk, dan orang - orang yang mempunyai
hubungan keluarga karena hubungan darah, perkav/inan, sepersusuan,
pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang

yang bekerja sebagai pembantu dan menetap dalam rumah tangga.

. Jenis kekerasan dari perspektif ahli.
Kristi E Purwandan (Archie Sudiarti Luhulima 2002 : 11)
mengemukakan beberapa pentuk kekerasan sebagai berikut;

a. Kekerasan fisik, seperti : memukul, menampar, mencekik dan
secbagainya.

b. Kekerasan psikologis. Seperti :  berteriak, menyumpah,
melecehkan dan lain sebagainya.

c. Kekerasan seksual, seperti : melakukan tindakan yang mengarah
ke ajakan seksual/desakan seksual seperti menyentuh, mencium,
memaksa, hubungan seks tanpa persetujuan korban.

d. Kekerasan firansial, seperti : mengambil barang kozban, menahan
atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial dan
sebagainya.

e. Kekerasan spiritual: merendahkan keyakinan dan kepercayaan
korban.

Herkutazin (1998 : 5) menyatakan bahwa ;

Jenis kekerasan pada perempuan dapat terjadi dari segi fisik atau
psikis, selain ito dapat dilakukan secara aktif (menggunakan
kekerasan) atau pasif (menclantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang
sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat
saja hanya muncul dalam salah satu bentuk diatas.
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Lebih jaub Herkutanto (1998 : 5-6) membagi bentuk kekerasan
sebagai berikut :

Kekerasan fisik
Kekerasan psikis
Penclantaran perempuan
Pelanggaran seksual

oo ow

Bentuk kekerasan menurut Ita F Nadia (1998 : 2) adalah scbagai
berikut :
a. Pelecchan seksual
b. Pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (domestic
violence)
c. Perkosaan
d. Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran. Pornografi
e. Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara paksa
Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-
Jenis kekerasan terdiri atas :
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan scksual dan
d. Penelantaran exonomi
Beberapa jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang hampir
senada dengan pembagian UU No. 23/2004 juga dikemukakan oleh Rita Serena
v ~u-n Kalibonso (2005 : 5) yang membagi kekerasan terhadap perempuan scbagai
berikut :
a. Perkosaan, pemaksaan seksual, penyalahgunaan seksual.

b. Penganiayaan fisik, baik terhadap isteri, anak, maupun pembantu
rumah tangga.
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c. Peraktik kekejaman tradisional yang merendahkan status bagi
perempuan.

d. Penyiksaan mental. Perampasan kemerdekasn dan pemaksaan

poligami.

Penelantaran orang dalam rumah tangga.

Perdagangan perempuan, ecksploitasi perempuan, pemaksaan

pekerja seksual anak.

™o

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan
luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh isteri hingga menyebabkan kematian.
Selanjutnya yany termasuk dalam bentuk kekerasan fisik adalah :

a. Menampar ;

b. Memukul ;

c. Menarik rambut ;

d. Menyulut dengan rokok ;

¢. Melukai dengan senjata ;

f. Mengabaikan kesehatan isteri;

Kekerasan psikologis/ emosional adalah suatu tindakan penyiksaan
secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor) yang
mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut,
hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan ini
apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istenn semakin tergantung
pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita, Bentuk lain
adalah tidak mengijinkan atau membatasi untuk mengunjungi saudara
maupun teman-temannya. Mengancam akan menceraikan dan memisahkan

isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.
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Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual
terhadap perempuan, baik terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa
memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban (Budi Sampuma, 2003 :
36) Kekerasan Seksual meliputi:

a. Pcogisolasian isteri dari kebutuhan batinnya ;

b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki

atau tidak disetajui isteri ;

¢. Pemaksaan hubungan ketika isteri sedang tidak menghendak!

isteri sedang sakit atau menstruast ;

d. Memaksa isteri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa

isteri menjadi pelacur, dan sebagainya.

Dalam hukum pidana kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285
KUHP yang menentukan sebagai berikut ;

"Barang stapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seorang wanita bersetubuh dengan dia dilvar perkawinan diancam

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua
betas tahun."

Dalam penjelasannya atas Pasal 285 KUHP, R Susilo mengemukakan
bahwa perkosaan adalah :

Bila laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya

untuk bersetubuh dengan dia sedemikian rupa. Sehingga akhirnya si

Wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti

kehendaknya.

Secara yuridis, perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini
tidak mengenal perkosaan dalam rumah tangga yang dilakukan oieh suami
terhadap isteri yang terikat dalam perkawinan. Namun secara sosiologis
dikenal adanya "marital rape” yang dapat dikontribusikan seperti perkosaan

versi pasal 285 KUHP namun minus unsur ikatan perkawinan.
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2.4 Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi
Berdasarkan ensiklopedia, Soediono Dirdjosisworo (1984:11)
"kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan
namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang
demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai
misi atau tugas "mempelajari kejahatan”.
Menurut IS. Susanto (1995:13) bahwa :

Kriminologi adalah sebagai pengaruh pemikiran kritis yang
mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi) baik proses
pembuatan maupun bekerjanya Undang-Undang, dapat memberikan
sumbangan besar di bidang sistim peradilan pidana khususnya berupa
penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digenakan unfuk
memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum sepert! untuk
memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban
kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan
terhadap perundang-undangan itu sendiri.

Menurut Soedjone Dirdjosisworo (1984:11) )bahwa yang menjadi
missi kriminologi adalah :

1. Apd yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang
terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahaten apa dan siapa
penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.

2. Faktor-faktor apa yang inenjadi penyebab timbulnya atau
dilakukannya kejahatan.

Untuk menjawab pertanyaan ini sudah cukup lama kriminologi

berushna menggali sebab musabab terjadinya, kejahatan. Sejak sekitar
permulaan abad ke-19 hingga dewasa ini terus dicari faktor-faktor yang

berhubungan dengan timbulnya kejahatan. Namun masih saja kriminolog
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"mencari”, dan tiada suatu teoripun yang dapat diterima secara mutlak oleh
semua yang menguasai kriminologi. Hal ini karena sifat kejahatan, sifat
manusia dan sifat masyarakat yang senantiasa berubah. Yang jelas adalah
upaya menggali sebab musabab kejahatan adalah tugas kriminologi untuk
mempelajarinya, di mana kriminolog dituntut untuk mempelajari kausa
kriminalitas, berpendapat, dan bila mungkin membangun sebuah teori.

Konsepsi yang rasional empiris, untuk "menjawab” bagaimana
kejahatan dapat ditanggulangi secara efektif, juga merupakan suatu persoalan
besar dan rumit. Karena, apabila rumusan "apa sebenarnya kejahatan ituT
masih bersifat subyektif dan relatif, para kriminolog terus mencari dan
berargumentasi. Dihubungkan pula dengan upaya meuggali sebab musabab
kejahatan yang hompir dua abad terus berlangsung. Begaimana Kkita
meayusun sebuah konsepsi yang obyektif. Banyak hasil korsepsi, namun tiap
kriminolog mempunyai caranya sendiri. Tetapi betapapun tiap masyarakat
bisa memanfaatkan dengan cara menecrapkan secara hati-hati, menakah
konsep yang agak cocok, untuk diolah selaras dengan kondisi yang nyata
p;d—a masyarakat yang bersangkutan.

Berbeda halnya dengan ilmu pengetahuan hukum Pidana yang
mempelajari atau meneliti kejahatan itu hanya sebatas suatu perbuatan yang
melanggar hukum serta memberikan ancaman hukuman kepada pelakunya,
akan tetapi tidak dapat mencart mengapa sesecorang melakukan kejahatan.
Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan hukum Pidana hanya membahas dan

meneliti kejahatan dalam arti yuridis. Karena itu dibutuhkan ilmu lain yang
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dapat membantunya dan ilmu itu adalah kriminologi yaitu ilmu pengetahuan
yang tidak hanya membahas kejahatan dalam arti yuridis tetapi juga dalam

atti sosiologi.

. Objek dan Ruang Lingkup Kriminologi

Bonger dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001:7)
Jmenyebutkan bahwa kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang bertujuan
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Sutherjand dalam Topo Santoso (2001:8) merumuskan kriminologi
"sebagai keseluruhan ilmu pengetalisan yang bertaliah dengan perbuatan
jahat sebagai gejala sosial”.

Dengan demikian secara umum kriminologi bertujuan untuk
mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga, diharapkan dapat
memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Sutherland dalam IS. Susanto (1995:21) mengemukakan, bahwa
kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

a. Etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-
sebab kejahatan,’

b. Penologi. yaitu pengetahuan yang mempelajai tentang sejarah
lahirnya hukurnan, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

c. Sosiologi hukum (pidana,) yaitu, analisis ilmiah terhadap kondisi-
kordisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Memunit Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001:23-25), bahwa
berdasarkan alirau-aliran dalam kiuninologi, maka secara garis besamya
objek studi kriminologi adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan.

Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam
hal ini yang dipelajari terutama adalah perundang-undangan
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(pidana) yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan
pidana.

Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan-perbuatan
yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindak pidana,
namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an,
khususnya studi sosiologis terhadap peruidang-undangan pidana
telah menyadarkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai
kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh
besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat
amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-
kepentingan {politik). Sebagat akibatnya kriminologi memperluas
studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat
merugikan masyarakat Juas, baik kerupian materi maupun
kerugian/bahaya terhadap jiwa dan keseharan manusia walaupun
tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.

. Pelaku.

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering
disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan
oleh kriminologi positive dengan tujuan untuk mencari sebab-
schbab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab
kejahatan, kriminologi positive menyandarkan pada asumsi dasar
bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan
tersebut ada pada aspek biologik, psikologik maupun sosio
kultural. Karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan
biasanya, dilakukan terhadap narapidana atzu bekas narapidana
dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya .(determinis
biologik) dan aspek kultural {determinis kultural).

. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan
untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat
terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di
masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atan
membahayakan masyarakat lvas akan tetapt Undang-Undang
belurn mengaturnya.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku (penjahat)
bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-
tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Dengan demikian kriminologi akan menguraikan secara teoritis
bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi
masyarakat terhadap apa yang diramakan dengan kejahatan
seperti penculikan.

Dengan demikian kriminologi akan menguraikan secara teoritis.
bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi
masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan anak jalanan.
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BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Amak

Dalam Keluarga

1. Laztar Belakang Timbulnya Kekerasan Dalam Keluarga

Tidaklah mudah untuk faenemukan suaty penyebab yang paling
dominan untuk mcndorong terjadinya kejahatan kekerasan oleh orang tua
terhadap anaknya, sebab kejahatan timbul sebagai suatu rentetan proses.

Mengenai latar belakang terjadinya tindak kejahatan dengan
kekerasan banyak dipengaruhi oleh faktor. Berbagai macam hal yang melatar
belakangi sescorang (pelaku) melakukan tindak pidana kejahatan, hal-hal
tersebut seperti misalnya tingkat pendidikan, keadaan kejiwaan (psikologi)
yang tidak normal atau karena sakit ingatan, faktor pengangguran atau
pelakunya belum atau tidak mempunyai pekerjaan, lingkungan sosial dan
budaya dan juga mungkin karena pelaku-pelaku tindak pidana itu dihukum
karena melakukan suatu kcjahatan dengan hukuman yang sangat rendah,
sehingga setelah 1a menjaiani hukuman tersebut kemungkinan ia akan
mengulanginya.

Di sampicg hal-hal tersebut di atas, juga kejahatan dapat juga ditinjau
dari sudut kepribadian seseorang seperti misalnya pelaku itu mempunyai

pribadi yang khas selatu ingin melakukan tindak pidana.
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Di dalam membicarakan tentang kepribadian ini yang menjadi-

perhatian adalah mengenai tingkah laku dalam . mengadakan interaksi
dengan lingkungannya. Tingkah laku itu erat hubungannya dengan
kebutuhan, karena manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan

yang beraneka ragam.

Begitu juga perkembangan fisik yang begitu cepat dapat
menyebabkan seseorang mengalami keguncangan psikis, sehingga dapat
mengakibatkan hal-hal yang negatif serta mengarah keﬁada perbuatan jahat.
Dengan demikian kejahatan dapat dipandang sebagai arah perkembangan
pribadi yang salah. Di dalam setiap pribadi anggota masyarakat terdapat
bakat yang masing-masing berbeda satu dengan lainnya.

Apabila sesecorang mempunyai bakat dalam sesuatu bidang, maka
orang tersebut akan dengan mudah untuk menguasai bidang tersebut, karena
ia berbakat dalam bidang itu. Bakat tersebut dinilai balk jika menyangkut hal-
hal yang positif, misalnya seperti bakat untuk menyanyi, menaii, baca puisi,
musik dan sebagainya. Pada sisi lain terdapat pula diantara warga masyarakat
yang mempunyai bakat yang menjurus kepada hal-hal yang negatif sepe-;'h
bakat untuk menipu, mengZaniaya, merampok, memperkosa, mencuri,
melakukan tindak kekerasan dan sebagainya yang akibat dari tindakan
tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat lainnya.

Dengan adanya bakat yang menjurus Kepada hal-hal yang negatif itu,
merupakan salah satu faktor atau yang melatarbekakangi atau yang

mendorong terjadinva tindak pidana kejahatan.
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Menurut hasil wawancara dengan Muh. Nur Ibrahim. Hakim
Pengadilan negen Enrekang (wawancara tanggal 29 Maret 2012) disebutkan
bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga adalah :

Hampir mayoritas karena egonya sendiri sebagai suami dan egonya
sebagai orang tua. Kalau sebagai suami - isteri karena kecemburuan
antara suami isteri sedangkan kalau dilihat dari iman kurang
menyadari, kurang melihat status sebagal orang tua, seandainya
dipatuhi maka tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut Kamaluddin, pelaku kejahatan kekerasan dalam
rumah tangga (wawancara tanggal 31 Maret 2012) disebutkan bahwa :

Yang menjadi latar belakang/motif sehingga melakukan kekerasan
dalam rumah tangga adalah disebabkan karena pada saat melakukan
dalam keadaan stress karena diberhentikan dari pekerjaan, jadi agak
€mosi.

Achie Sudiarti Luhulima (2000:17) mengatakan bahwa latar belakang
atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak
dalam keluarga pada umumnya adalah disebabkan :

1. Masalah gender. '

Berbicara tentang kekerasan anak, maka terbetik dalam pikiran
seseorang soal anak perempuan dan anak laki-laki yang memiliki
persoalan, kebutuhan yang saling berbeda.

Gender adalah segenap perbedaan-perbedaan antara anak laki-laki
dan perempuan yang lahir dari budaya dengan segala keharusan-
keharusannya. Diskriminasi terhadap anak sudah terjadi sejak di
dalam kandungan. Contoh, masih banyak orang yang
mcacharapkai anak yang dilahirkan dari seorang ibu adalah anak
laki-laki. Selain itu, subumya budaya patriaki menempatkan laki-
laki lebih penting dar perempuan.

Beban anak perempuan di rumah lebih banyak dibandingkan
dengan anak laki-laki. Orang tua, khususnya ibu dan negara ikut
melanggengkan hal tersebut [bu dituntut harus memiliki nilai-nilai.
Padaha! tanggung jawab terhadap anak bukan hanya milik ibu
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tetapi juga milik ayah. Anak perempuan lalu dituntut untuk dapat
menggantikan peran ibu, ironisnya malah sebagian anak
perempuan terlibat dalam posisi menggantikan peran isteri dalam
keluarga. Anak perempuan lalu menjadi pembantu laten.
Kebebasan yang diberikan pada anak perempuan lebih sempit
dibandingkan dengan anak laki-iaki. Sistem permainan, memilih
sekolah, ikut membedakan peran anak laki-laki dan perempuan.
Perempuan terkungkung dengan berbagai nilai-nilai yang dibangun
dalam masyarakat juga tidak kuat.

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan adalah praktek yang
sulit terekspos. Selain terjadi dalam keluarga, banyak anak-znak
perempuan yang dijadikan komoditas bagi bisnis pelacuran. Ada
perbedaan mendasar antara perdugangan anak-anak dan pekerja
seks anak. Pekerja seks anak adalah anak-anak yang memilih
untuk bekerjz sebagai penjaja seks. Anak yang dilacurkan zdalah
anak-anak yang tidak menginginkan sebagai pekerja seks tetapi
karena kondisi yang mengharuskan ini sebagai pekerja seks.

. Hubungan anak dengan crang tua.

Anak harus patuh pada orang tua. Batas antara membzrikan
tindakan disiplin atau melampiaskan kejengkelan saogat tipis
sckali. Schingga sering orang tua menghukam anak yang
melakukan kesalahan dengan hukwman-hukuman yang bersifat
tidak mendidik seperti menendang, menempeleng dan memukul
dengan keras, schingga anak merasa tersakiti fisiknya. Hal ini
bukan merupakan tindakan mendidik yang dilakukan oleh orang
tva terhadap anaknya yang tidak disiplin tetapi lebih mengarah
kepada penganiayaan terhadap anak-anaknya karepa kesalahan
yang dibuatnya.

. Penyalahgunaar: kekuasaan peran orang tua

Pengalaman dianiaya dalam keluarga; felah memaksa anak untuk
pergi meninggalkan keluarganya. Kekerasan keluarga terjadi
dalam semua tipe keluarga, baik keluarga berada maupun tidak
berada. Bila keluarga mengalami kesulitan ekonomi, kemungkinan
terjadi hal tersebut menjadi lebih besar. Hal ml sering diperburuk
dengan besarnya jum!ah anggota keluarga,

Tindakan kekerasan dan penyalahgunaan kekunasaan, peran orang
tua terjadi karena orang tua mengalami kekecewaan dalam
hidupnya. Mereka merasa bahwa setiap hari beban hidip $emiakin’
berat. Banyak dari mereka telah kehilangan pekerjaan atau bekerja
kerasa setiap hari dan jarang bertemu dengan keluarga dan anak-
anak. Dari kenyataan dalam masyarakat sering seorang ayah
terlibat dalam penggunaar: alkohol yang berlebihan, berjudi dan
akhirnya kehabisan uang. Dalam banyak hal, anak-anak mudah
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menjadi sasaran kemarahan dan frustasi yang dialami oleh orang
tua, terutama bila anak tidak bisa diam, tidak mau membantu orang
tua atau sangat aktif secara fisik.

Harus pula diketahut bahwa anak laki-laki dan anak perempuan
mempunyai reaksi yang berbeda terhadap kekerasan dalam
keluarga yang mereka alami. Walaupun anak perempuan
mengalami tindak kekerasan, penganiayaan bahkan mengalami
perlakuan salah secara seksual dalam keluarga, mercka sering
memilih diam. Konsekuensi bila mereka mengungkapkan
kekerasan yang dialaminys, mungkin pengucilan dan penojakan.
Sebaliknya anak laki-laki oendcrung untuk mengekspresikan
kemarahannnya dengan pelampiasan pada anak lain yang lebih
mudah usianya. Mereka juga lebih terbuka untuk membicarakan
pengalaman mereka

. Kemiskinan

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam
keluarga adalah bermula dari faktor ekonomi yang dialami
keluarga sehingga ansk disuruh bekerja mencari nafkah tambahan.
Banyak orang tua yarg tidak menyadan ketika menyuruh anak
bekerja sesungguhnya mereka telah' merampas kemerdekaan anak
karena anak dalam usia yang masih muda bukanlah merupakan
tugas anak untuk mencari nafkah. Dalam bekeja anak juga
kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu dan yang lebih tragis
lagi dengan bekerja anak-anak irenjadi memasuki suatu
lingkungan yang secara alamian belum layak dikenal anak-anak.
Banyak juga diantara orang tua yang berpendapat bukaniah
menipakan suatu  kesalahan menyuruh anak bekerja karcna
didasarkan kepada suatu asumsi : anak masih dalam tanggungan
orang tua dan orang tua berhak untuk mengatur anak-anaknya.
Mengingat usia yang belum dewasa serta posisi anak yang
demikian lemahnya terhadap pengusaha _ atau majikan
menyebabkan anak menjadi mudah dieksploitasi, ditakut-takuti,
diancam, dirampas bahkan harus bersedia melakukan berbagai
perbuatan yang sangat bertentangan kepatutan umumn maupun
nilai-pitai moral. Sungguh tragis karena ketidak berdayaan dan
karera tekanan ekopomi yang dialaminya anak menjadi korban
kekerasan,

. Lingkungan pendidikan yang melahirkan bias.

Penyalahgunaan peran guru dihadapan murid. Apak dihukum
melebihi kepentingan dengan alasen yang tidak jelas. Misalnya
seorang anak yang tidak mengerjakar Pekerjaan Rumah yang
diberikan hukuman dengan menampar atau bahkan sampai
menendang fisik anak tersebui. Padahal hukuman yang bersifat
mendidik bagi anak yang tidak melakukan pekerjaan rumah yang
diberikar cukup dengan mengerjakan tugas tersebut di depan
kelas.
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6. Kekerasan di tempat umum.
Persepsi negara anak jalanan pasti nakal. Atas nama sapta pesona
tidak diperbolehkan anak-anak berada di jalanan.

7. Tidak ada perlindungan hukum.
Ada benturan hukum dalam penegakan hak-hak anak yang menjadi
korban kekerasan, misainya hukum pidana menyatakan periu 2
(dua) alat. bukti sementara banyak anak-anak yang menjadi korban
kekerasan tidak dapat menunjukkan alat bukti. Keadaan makin
parah, ketika hakim terkesan tidak bisa dijerat oleh hukum.
Buktinya ia tidak dapat dipidanakan bila melakukan kesalahan
dalam memutuskan perkara. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9
Tahun 1976 menyatakan hakim tidak bisa disalahkan. ;
Demikianlah faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan yang pada
dasarnya tidak terlepas dari dalam din dan dari luar diri seorang, Selain faktor
tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan
merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.
Yang dimaksud dengan situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau
keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak

pidana kejahatan.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
T Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap
orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :
a. Kekerasan fisik |

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,

jatuh sakit atau luka berat.



b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya din, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada
seseorang.

c. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa
pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara
tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan
seksual tersebut meliputt :

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rurnah tangga tersebut.

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain Untuk tujuan komersial atau
tujuan tertentu.

d. Penelantaraan rumah tangga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetyivan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan
atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaraan juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk



38

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di

bawah kendali orang tersebut

Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga

1. Peranan Aparat Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban
Kekerasan Dalam Keluarga

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sedikit banyak mengatur
nasib, hidup seorang manusia. Sebab itu pemikiran citra yang tepat mengenai
manusia dan kemanusiaan oleh para penegak hukum (dalam arti luas) adalah
suatu kemutlakan. Citra mengenai manusia yang tepat adalah antara lain
sebagai berikut :

a. Manusia dalam pengertian sesama yang sama harkat dan martabat.
b. Sesama manusia dalam pengertian yang ada bersama dengan kita dalam
suatu masyarakat.

Dengan memiliki citra. mengenai manusia ini, diharapkan akan
diperbesar rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia yang ada bersama
dalam suatu masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa manfaat dan tujuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga adalah antara lain untuk meringankan kepedihi® dar Fenderitaan
manusia di dalam dunia.

Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka

panjang yang berupa kerugian fisik, mental, atau mora], sosial, ekonomis,
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kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial,
yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan,
petugas probation (percobaan), pembinaan, pemasyarakatan.

Untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka negara
berkewajiban melindungi warganya dari serangan kekerasan, baik di lingkup
publik maupun di dalam rumah tangga. Untuk itu diperfukan jaminan hukum
untuk mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Bantuan hukum
merupakan komponen penting dalam upaya membantu dan melindungi
korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat dijadikan
payung perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kepolisian
sebagai pihak yang berwajib melindungi masyarakatnya mempunyai peranan
penting dalam melindungi korban kekt;.rasan dalam rumah tangga, dimana
dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tujuan
utamanya yaitu memberikan rasa aman, nyaman, tenteram, membimbing,
mengayorni korban, memberi sirarman :ohari, dan terhilang rasa ketakutan.

Mengenai peranannya dalam memberikan perlindungan terhadap

korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 16 Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

(1) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung
sejak mengetahui atav menenma laporan kekerasan dalam rumah
tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan
sementara pada korban

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau
ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung
sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepolisian wajib meminta surat penectapan perintah
perlindungan dari pengadilan.

Dalamm memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat
bekerjasama dengan tenaga keschatan, pekerja sosial, relawan pendamping
dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2704 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kepolisian
wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban . untuk
mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal: 19 Undai;g-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan kepolisian
wajib segera melakukan penvelidikan setclah mengetahui atau menerima
laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Menurat iraw=!+ farsono (2003:175) mengatakan bahwa :

Sampai akhir tahun 2011 kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak selalu meningkat. Di satu sisi semua mengutuk dan meminta

agar ada tindakan tegas terhadap pelakunya, tetapi di sisi lain semua

pihak juga tidak tahu apa yang harus diperbuat dan siapa yang harus
bertanggung jawab.
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Keprihatinan yang utama adalah perlindungan terhadap perempuan
dan anak-anak korban kekerasan. Sebagaimana diketahui apabila

perempuan korban kekerasan ingin mendapatkan keadilan, ia justru

bisa menjadi korban berkali-kali, yaitu pada saat ia berhubungan

dengan pihak-pihak yang seharusnya menolongnya, apakah itu ramah

sakit, polisi atau pihak lain. Hal int menyebabkan banyak korban yang

memilih berdiam diri.

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum
Polres Enrekang semakin besar seiring dengan perkembangan. Berdasarkan
hasil penelitian yang penulis lakukan di dapat data banyaknya kasus
kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Enrekang diketahui bahwa
kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2011 dapat

dilihat dalam bentuk tabel seperti berikut :

Tabel 1
Kasus Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
Pada Tahun 2011
No Jenis Kejahatan Jumlah Kasus
1 |Kejahatan terhadap nyawa 7
2 |Penganiayaan o
3 |Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 12
4 |Perkosaan 30
5 |Penipuan 8
6 |Penadahan —
7 [Narkoba 9
8 |Judi 33
9 {Perkosaan/Susila 16

Sumber : Polres Enrckang, Tahun 2012 .
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kejahatan kekerasan
terhadap perempuan dan anak menempati urutan keempat yaitu sebanyak 12

buah kasus.




42

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2006
s/d tahun 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2

Kejahatan Kekerassn Terhadap Perempuan Dan Anak
Di Polres Enrekang Tahun 2006 s/d 2011

No Tabun Jumlah Kasus
1 2006 5
2 2007 9
3 2008 4
4 2009 5
5 2010 10
6 2011 12

Sumber : Poires Enrekang, Tahun 2012

Berdasarkan data statistik kcjahatan kekerasan terhadap perempuan
dan anak yang terjadi di daerah hukum Polres Eprekang terlihat jumlahnya
naik turun dan jumlah yang terbanyak dalam kasus tindak kejahatan
kekerasan tethadap perempuan dan anak terjadi pada tahun 2011 dengan 12
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

" Seperti diketahui bahwa k?jfhatan bukanlah merupakan peristiwa
bawasn sejak lahir dan juga bukan merupakan warisan bio]ogis. Tingkah laku
krimini! fin bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria,
dapat terlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut usia. Tindak
kejahatan itu dilakukan secara sadar yasiv &pikickan, direncanakan dan
diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar, tetapi dapat juga
dilakukan secara setengah sadar misalnya didorong oleh impuls-impuls yang

hebat dan oleh obsesi-obsesi.
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Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya
dengan perkembangan, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran,
manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang, sementara pemikiran
manusia itu sendifi selalu mengarah kepada perkembangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gcjala sosial yang namanya
kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnabkan serta dihilangkan dari muka
bumi. la tetap akan abadi sclama manusia mendiami dunia ini dan kejabptan
hanya dapat dibatasi ataupun diperkecil frekuensinya.

Menurut hasil wawancara dengan Bakri, Kepala Ruang Pelayanan
Khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak (wawancara tanggal 1 April
2012) disebutkan :

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan kekerasan terhadap
pcrempuan dan anak adalah discbabkan karena seperti misalnya
tingkat pendidikan pelaku, keadaan kejiwaan (psikologi),yang tidak
normal atau karena sakit ingatan, faktor pengangguran atau pelakunya
tidak mempunyai pekerjaan, lingkungan sosial dan budaya dan juga
mungkin karena pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan terhadap
perempuan dan anak itu dihukum karena melakukan suatu kejahatan
kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan hukuman yang
sangat rendah, schingga setelah ia menjalani hokuman tersebut
kemungkinan ia akan mengulangi perbuatan kejahatan kekerasan
terhadap pereinpuar dan anak.

Di samping hal-hal tersebut di atas, juga kejahatan kekerasan terhadap
perempuan dan anak ini dapat juga ditinjau dari sudut kepribadian seseorang
seperti misalnya pelaku _‘kekemgan terthadap perempuan dan anak tersebut
mempunyai pribadi yang selalu ingin melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 16 sampai



dengan Pasal 20 mengatur tentang kewajiban pihak kepolisian dalam
melindungi dan melayani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga haruslah
sesuai dengan penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Setiap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang
dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
Ruang Pelayanan Khusus (RPK) merupakan fasilitss yang disediakan atau
diberikan pemerintah di setiap tingkat kepolisian untuk memproses kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Ruang Pelayanan Khusus
(RPK) inilah setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat
mengadukan, melaporkan segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) yang dialaminva dan kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan)
berperan guna melayani dan melindungi korban. Kepolisian yang menangani
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal imi Ruang
Pelayanan Khusus (RPK) bertujuan agar dapat meinberikan periindungan,
rasa aman, nyaman, mengayomi, membimbing korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) dan memvisum korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT). '

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bakr, Kepala Ruang
Pelayanan Khusus (wawancara tanggal 1 April 2012) menyebutkan bahwa :

Dalam melindungi dan melayani korban Kekerasan Dalam Rumah

Taugga (KDRT), kepolisian wajib :

1. Menyediakan sarana transportasi ke rumah atau sarana kesehatan
lain terdekat dan menemani korban untuk mendapatkan pelayanan
medis.

2. Menyediakan sarana transportasi dan mengantar korban ke rumah
aman atau tempat tinggal alternatif.
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3. Menjamin korban untuk mendapatkan perlindungan dari
intimidasi.

4. Menemani dan menjamin korban untuk mendapatkan barang-
barang milik korban dan mengamankan harta bersama dari

tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan paksa.

5. Menjamin dan melindungi. parang bukti dar tindakan
penghilangan, pengerusakan dan pengambilan secara paksa.

6. Melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan

pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

7. Menjamin kerahasiaan dan keselamatan para saksi.

Saat kepolisian mcneﬁqm laporan mengenai kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini di Ruang Pelayanan Khusus, mereka
harus segera menerangkan mengenai hak-hak korbar untuk mendapatkan
pelayanan dan pendampingan. Sangat penting pula bagi pihak Kepolisian
untek memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa Kekerasan
Dalam Ruemah Tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan terhadap
kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk
melindungi korban. Namun kepolisian wajib menangkap dan menahan pelaku
segera setelah menenima Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
atas tindakan berupa ! penganiayaan berat, kekerasan seksual, percobaan
pembunuhan atau pembunuhan. p

Setelah menerima laporan tersebut dan memperkenalkan identitas
mereka, maka langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

a. Memberikan perlindungan sementara kepada korharn
Perlindungan sementara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh



kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya
perintah perlindungan dan pengadilan.

Perlindungan sementara diberikan dalam waktu 7 x 24 jam atau
sampai dikelvarkannya surat penctapan perintah perlindungan dari
pengadilan. Perlindungan sementara ini penting dilakukan karena dalam
beberapa kasus korban kekerasan sangat membutubkan perlindungan
sementa ini dari tindakan kekerasan. Perlindungan sementara ini bisa
terjadi kepada seorang isteri yang menginginkan perceraian dari
suaminya. Untuk menghindari muncuinya kekerasan yang akan dilakukan
oleh suami, seorang isteri berhak mendapatkan perlindungan sementara.
Perlindungan ini sangat penting dilakukan mengingat proses hukum yang
terjadi pada korban kekerasan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kepolisian selama memberikan perlindungan scmentaru ini, dapat

melakukan konseling dengan korban. Konseling yang dimaksud disini

adalah seputar tanya jawab antara pihak kepolisian dengan Korban guna

memberikan arahan kepada korban Kekerasan [Dalam Rumah Tangga )

(XDRT). Di sini pihak kepoiisian terlebih dahulu menanyakan identitas
korban, setelah itu polisi menanyakan kepada .korban apa yang menjadi
penyebab terjadinya kekerasan, kekerasan apa vang telah dilakukan
pelaku terhadap korban. Dalam hal kenolisian melindurgi korban, maka
tidak terlepas dari tujuannya guna memberi rasa aman, nyaman, dan
menghilangkan rasa takut korban. Hal penting yang harus ditanyakan
kepolisian pada korban adalah sudah siapkah korban jika pelaku dalam
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hal ini suami untuk ditangkap. Jika korban menyetujui hal ini dilakukan,
di sinilah pihak kepolisian mengarahkan, membuka pikiran korban, jika
pelaku ditangkap, maka bagaimana nasibnya, anak-anak, siapa yang akan
menafkahi keluarga, menyekolahkan anak-anak. Hal ini sangat penting
ditanyakan oleh pihak kepolisian pada korban karena ini menyangkut
masa depan keluarga dan anak-anak.

Jika korban tidak mau kembali ke rumah dengan suaminya karena

takut akan terjadi kekerasan berikutnya, maka pihak kepolisian akan
membawa korban ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlu
diketahui bahwa :

Kepolisian dalam peranannya untuk memberikan perlindungan

dan pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dalam hal

ini pekerja sosial, pthak rumah sakit (petugas medis), pembimbing

rohani dan relawan pendamping..

fembaga Sosial Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang
konsen terhadap hak asasi manusia dan pemerhati perempuan yang salah
satunya kekerasan terhadap perempuan, Di sini Lembaga Swadaya
Masyarakat telah menyediakan para petugas sosial untuk mengayomi dan
mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Petugas sosial adalah tenaga profesi yang bekerja di Dinas Sosial
ataupun organisasi masyarakat yang mempunyai keterampiian secara

khusus dalam mendampingi korban dan memiliki otoritas untuk

melakukan intervensi sosial dengan kewenangan yang dimilikinya,
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Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam
memberikan pelayanannya, maka pekerja sosial harus :

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa

aman bagi korban

2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk
mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan
perintak perlindungan dari pengadilan.

3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal
alternatif.

4, Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan
layanan kcpada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial,
lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pihak Kkepolisian bersama-sama dengan perugas sosial akan
mengantarkan korban ke rumah aman atau disebut juga dengan istilah
shilitter dengan transportast yang telah disediakan pihak kepolisian. Yang
dimaksud dengan rumah aman (shilitter) adalah tempat tinggal sementara
yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai

standar rumah aman. Rumah aman int diberikan karepa korban merasa

takut untuk tinggal satu rumah dengan suaminya.
Adapun fasilitas yang ada di rumah aman inmi (Shilliter) yaitu
memiliki ruangan seluas 6x6 meter dan bercat putih, dijaga 2 polisi yang

berjaga selama 24 jam, disediakan di ruangan itu antara lain televisi 14

. inci, tempat tidur, alat-alat komunikasi dan meja kursi. Tasilitas ini

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan pada

perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta mengantisipasi

perkembangan kriminalitas dimasa mendatang.
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Jika korban mengalami luka fisik maka kepolisian akan merujuk
korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di rumah sakit untuk
divisum. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dimaksud disini adalah
pelayanan terpadu yang ada di rumah sakit umum milik pemerintah pusat
dan kepolisian pusat. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) ini juga merupakan
fasilitas yang disediakan pemerintah di rumah sakit umum yang
khususnya hanya untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) yang mengalami kekerasan fisik.

Adapun tujuan dari Pusat Pelayanan Terpadu (FPT) adalah
terciptanya pelayanan korban kekerasan yang bermutu berupa :

1) Kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban
2). Efektivitas dan efisiensi proses pelayanan korban
3} Keadilan dan kepastian hukum

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) ini bukan hanya
sebagai pendukung operasional polisi saja, tetapi sekaligus dapat
- melakukan operasionalisasi kepolisian “dalam bidang kedokteran
kepolisian. Misi Polisi sebagai pelindung, pengayom dap pelayan
masyarakat dapat terwujud di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dibawah
pihak polisi ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) segera ditangani petugas
medis. Petugas medis adalah pelayanan kesehatan yang mempunyai

kompetensi dan otoritas mengeluarkan visum.



50

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), petugas medis
atau pelayanan keschatan dalam memberi pelayanan kepada korban,
maka harus :

1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya.

2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau'surat
keterangan medis yang memiliki kékuatan hukum tetap.

Selesai pemernksaan dan pengobatan awal, korban akan dirawat
ata ditempatkan di ruvang khusus (sementara). Setelah ada pemeriksaan
dart psikolog, korban dapat ditempatkan pada ruang perawatan b:asa yang
sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan perawatan. Di Pusat Pelayanan
Terpadu (PPT) ini pihak polisi akan menjaga .korban selama 24 jam dan
polisi akan melayzni korban secara paripurna. Jika sakit yang diderita
korban mulai berkurang, maka pihak polisi dapat mengeluarkan korban
dari rumah sakit. =

Pihak polisi juga dapat mengadakan konseling terhadap pelakw, di
sini pelaku akan diberi siraman rohani oleh pembimbing rohani yang
didatangkan pihak polisi ke Ruang Pelayanan Khusus (RPK), bal ini
dilakukan guna menguztkan iman, hati pelaku, dan juga menyadarkan
pelaku atas perbuatannya, siraman rohani ini juga berguna bagi korban

agar ia tidak mudah putus asa, menguatkan, menentramkan hatinya,
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menghilangkan rasa takut. Adapun tugas pembimbing rohani menurut
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu bahwa dalam
memberikan pelayanan, pembimbing harus memberikan penjelasan
mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguataa iman dan taqwa
kepada korban.
. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kepolisian yang sedang dalam n.cnjalankan perlindungan
sementara, wajib dalam waktu ! x 24 jum meneruskan laporan ke
pengadilan untuk memperoleh surat penetapan perintah perlindungan.
Permohonan perintah perlindungan yang diajukan kepolisian kepada
pengadilan disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis. Apabila
permohonan diajukan dalam bentuk lisan, panitera pengadilan ncgeri
wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam waktu | x 24 jam panitcra
wajib menyampatkan tembusan permohonan perintah perlindungan
sementara dan tentu saja permochonan perintah perlindungan imi terlebih
dahulu sudah mendapatkan persetujuan dart korban. .Setelah pengadilan
mencrima dan memberkan tembusan surat permohkonan perintah
perlindungan itu, maka kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam
menyampaikan surat penetapan perintah perlindungan dalam bahasa yang
mudzh dimengerti kepada korkan.

Adapun surat penetapan perintah perlindungan harus memuat:
1) Penunjukan pihak-pihak tertentu untuk memberikan layanan bagi

korban dan pemeliharaan sementara bagi anak-anak.
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2) Keterangan korban tentang bentuk-bentuk perlindungan dari pihak-
pihak pemberi layanan yang diinginkan
3) Jenis pembatasan gerak pelaku dalam waktu tertentu selama
menunggu pemeriksaan pokok perkara Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) di pengadilan misalnya :
a) Larangan memasuki tempat tinggal bersama
b) Larangan memasul: tempat tinggal alternatif bagi korban
¢} Larangan mendekati korban, dalam radius 500 mcter
d) Larangan membuntuti, mengawasi. mengintimidasi korban, baik
dilakukan oleh pelaku sendin maupun dengan menyuruh atau
mempekerjakan orang lain.
Melakukan Penyidikan
Dalam hal ini pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atau
penyidikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sedang
berlangsung, kepolisian harus mendahulukan penyelesaian perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terscbut walaupun ada
tuntuntan balik yang diajukan pelaku. Tuntuian balik adalah pelaporan
balik pelaku yang memuat korban tidak mau melaporkan kasusnya,
karena korban tidak mempunyai saksi atau alat bukti yang lain.
Kepolisian dapat menangkap untuk sclénjﬁ?ii}ﬁ melakukan
penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah

melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak
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dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Polisi wajib memberikan surat
perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 jam. Penangguhan
penahanan tidak berlaku terhadap penahanan dimaksud.
2. Upaya Preventif, Represif dan Rehabilitasi Terhadap Kejahatan
Kekerasan Palam Keluargs
Menurut hasil wawancara dengan Bakri, Kepaia Ruang Pelayanan
Khusus Polres Enrekang (wawancara tanggal 2 Maret 2012), disebutkan
bahwa :
Untuk mencegah atav menanggulangi kejahatan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) dan juga pada kejahatan-kejahatan lainnya
tidaklah hanya merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian
semata, akan tetapi adalah tugas dan tanggung jawab masyarakat juga,
karena kejahatan ini melibatkan lebih dari satu pihak yaitu masyarakat
sebagai korban dan polisi sebagai aparat keamanan dan pihak laianya.
Adapun upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan
dalam penanggulangan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KIDRT)
adalah sebagai berikut:
a. Upaya preventif.

Penangpulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada
upaya-upaya yang dilakukan scbelum tindak kejahatan tersebui terjadi.
Tindukan pireventif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak
dalarm  keluarga adalah dengan membenkan pengertian dan
mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, sehingga orang tua mempunyai pern aha man tentang

bahaya dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga.
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Selain mensosialisasikan perundang-undang tentang perlindungan
anak, peranan masyarakat juga sangat penting sekali didalam mengawasi,
menilai  dan  menganalisa fenomena-fenomena di  tengah-tengah
masyarakat. Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk memantau
prilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat penegak hukum
dan keadilan tidak akan dapat berbuat banyak.

Kepekaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab i¢i sangat dituntut
sekali untuk terjaminnya suatu keamanan ketentraman serta ketertiban.
Bila masyarakat tidak peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi
disekelilingnya, maka yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. 2. Upaya
represif.

Melalui upaya ini diusahakan untuk melakukan tindakan tegas dan
keras kepada pelaku-pelaku, kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) dengan tujuzn untuk menekan angka frekwensi dari kasus-kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebaut.

Menurut hasil wawancara dengan Muh. Nur Ibrahim, SH. Hakim
Pengadilan Negeri énrekang (wawancara tanggal 3 Maret 2012)
disebutkan bahwa :

Upaya yang dilakukan hakim dalam mencegah terjadinya tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah "dengan memberi

nasihat-nasihat dibarengi penghukuman-penghukuman yang
waiar, sicat hakim hanya untuk penindakan.

Selanjutnya discbutkan pula bahwa yang menjadi pertimbangan
hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam

rumah tangga adalah :
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Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatubkan bukuman
kepada pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah
dilihat dari 3 sisi yaitu : sisi yuridis, psikologis, agama Kalau sisi
psikologis apakah korban kekerasan jadi malu di masyarakat.
Disatu sisi Undang-Undang lemah seolah-olah ada penghargaan
terhadap orang tua untuk mendidik, menurut hakim harus ada hat
yang wajar,

Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan)
yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi
masyarakat. Sebaliknya jadi zlasan bagi mereka-mereka yang memang
mempunyai mat atau keherdak untuk m _lakukan kejahatan guna
mewujudkan kehendaknya tersebut

Bila terhadap pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) yang terdahulu dijatuhi oleh hakim dengan ancaman hukuman
yang cukup rendah (katakanlah 5 atau 7 tahun), maka hal ini tidak akan
membuat jera orang yang dijatuhi hukwman terscbut serta tidak akan
membuat orang iain takut untuk melaksanakan dan bahkan akan meniru
perbuatan pelaku pertama.

Di s_;_ullping itu perlu juga diingatkan bagi aparat penegak hukum
dan keaditan agar tidak mcmfokl-tskan pada persyaratan foimalitas. Sebab
tidak jurang didengar lolos atau bebasnya pelaku Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) ini hanya dikarenakan alat-alat bukui.

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, aaya upaya
kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudzh timbulnya atau
terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan

sampai terulang
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b. Usaha rehabilitasi

Usaha rehabilitast berarti usaha mengembalikan kepada bentuk
semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang
sudah pemah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi
melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masysrakat yang
baik.

Dalam usaha rehabilitasi seperti yang dilakukan Lembaga
Pemasyarakatan, para narapidana lidak hanya berdiam diri saja, tecapi
mereka juga bekerja sesnai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana
tersebut, Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan Iain-
lain.

Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan
berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya.

Dengan demikian dalam upaya inenanggulangi atau mengatasi
kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
upaya penal dan upaya non penal. T

1) Upaya penal

Upaya penanggulangan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau
sarana penal merpakan cara yang pdhr;g tua, setua peradaban
manusia itu sendiri. Sampai saat mipun, penggunaan sarana penal

masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik
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kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam
mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya
merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu
kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana vntuk menanggulangi
kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk saat
sckarang ini sangatiah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana
penal lebih menitik beratkan pada sifal represifnya yang berarti
keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu
terjadinya svatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan
dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi. atau paling tidak
diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT), dalam bal ini Polisi beserta jajarannya selalu
tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun
represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polist sebagai
lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan
hukum terhadap ancaman fakwal dalam tindak pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh orang-orang yang tidak berhak
dan tidak bertanggung jawab.

Dalam upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu

pada prosedur sebagaimena dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun
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1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-
ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam
sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kcpolisian, kejaksaan
Pzngadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem
peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing
unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi
dan atau menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya
sistem peradilan pidana dimulat ketika adanya informasi-informasi
tentang adanya dugaan akan, sedang atzu telah terjadinya tindak
pidana.

Jika melihat penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan
pidana yang dirumuskan sebagati berikut :

a) Mengapa masyarakat ﬁl-e-njadi korban kejahatan.

b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat pues
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.

¢) Mengusahakan agar mereka yang pernah- melakukan kejahatan
tindak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dani beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang

telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan
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kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan oleh
lembaga peradilan melalui bekerjanya sistern peradilan pidana dengan
menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula
putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah
ditegakkan.

Upaya non penal

Usaha-usalia yang rasional untuk mengendalikan atau
menangguiangi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal
(hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-
sarana yang non penal.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan
pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab
sosial warga masyarakat; penggarapan kesehata'n jiwa masyarakat
melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-
usaha kescjahteraan terlepith bila melthat pelaku tindak pidana
tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli
dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat
keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat

luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari



usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial
tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventtf
kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal,
keseluruban kegiatan preventif yang non penal itu sebenamya
mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi
kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan
berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu suatu
kebijakan  kriminal harus dapat  mengintegrasitkan dan
mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke
dalam suatu sistem kegiatan ncgara yang teratur dan terpadu.

3. Kendala Sehingga Tidak Dilaporkannya Kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Dalam praktek pencgakan hukum masih banyak korban yang belum

ST

mendapatkan kedudukan ataupun peran yang sewajarmnya. Khususnya korban
Kekerasan Dalam Ruman Tangga (KDRT).

Adapun kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain adalah :
a. Dari faktor korban sendiri.

Faktor korban dipengaruhi oleh faktor perannya dalam perbuatan

kejahatan, Peran yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh korban
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merasa perlu melaporkannya kepada yang berwajib ataupun orang

tertentu di lingkungannya. Dalam hal ini dirasakan laporannya akan

memalukan dirinya sendini ataupun keluarganya, maka korban segan

untuk melaporkannya. Hal ini justru merupakan suatu hambatan ba'gi

penegak hukum, khususnya penyidik untuk melakukan tindakan terhadap

masalah korban. Di samping itu faktor terbatasnya pengetahuan korban

terhadap berbagai masalah hukum yang menyangkut hat dan kewajiban

seseorang di bidang hukum.

b. Faktor aparat penegak hukum.

Menurut frawati Harsono (2003:178) disebutkan bahwa :

Polisi masih sukar dalam meclayani terhadap korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan :

a.

Polisi dalam kewenangannya sebagai penegak hukum, diatur
secara nnci dalam KUHAP. Banyak pithak yang menyatakan
bahwa KUHAP sudah cukup melindungi Hak Asasi Manusia
asal polisi sungguh-sungguh melaksanakan KUHAP dengan
benar. Akan tetapi hak yang dilindungi KUHAP adalah hak
pelaku tindak pidana, sedangkan hak korban tidak diatur sama
sekali

Polisi-adalah sebuah organisasi yang berpuluh tahun masuk
jajaran TNI dan kehilangan kemandirian dan jati dirinya
sebagai penegak hukum. Selama itu terlatih berdisiplin tinggi
yang militeristik, akibatnya perintah atasan sering tidak boleh
dipertanyakan meskipun jelas-jelas bertentangan dengan
hukum atau kepatutan yang manusiawi. Bawahan yang
berulang kali melakukan atau memberi perintah yang
melanggar’ hukum, ta akan cenderung mengabaikan hukum
dan melakukan pelanggaran hukum lebih banyak lagi. Pada
girannya di lingkungan Polri kepekaan terhadap perilaku
yang melanggar HAM menjadi tipis sekali.,

Polri selalu melihat masalah kekerasan terhadap perempuan
hanya dari angka statistik sehingga ketika kasus kekerasan
terhadap perempuan tidak signifikan jumlahnya dalam statistik
kejahatan, Polri tidak menempatkannya dalam prioritas tinggi.
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Untuk menghadapi kendala.-kendala dalam memberikan

perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

maka pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya :

1.

2.

Mendorong terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
sampai ke tingkat Polres di seluruh Indonesia.

Melatih kemampuan para Polwan dan Ruang Pelayanan
Khusus (RPK) dalam melayani perempuan dan anak korban
kekerasan, agar berempati dan profesional dalam penanganan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). .

Menjalin jaringan kerjasama (net working) dengan semua
pihak yang terlibat dalam penanggulangan kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Membantu perempuan dan anak korban kekerasan dengan
mendirikan pusat krisis dan rumah aman yang dapat diakses
oleh Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Usaha-usaha lain yang dapat dilakukan untuk memberikan

perlindungan hukum kepada korban Keckerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) adalah dengan meningkatkan upaya sosialisasi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT).

Selain dari fakia-fakta di atas, ada hal-hal; lain yang menjadi

kendala tidak dilaporkannya kasus Kekerasan, Dalam Rumah Tangga

(KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bernama Musriani umur 42 tzhun

(wawancara 4 Maret 2012} yang mengatakan bahwa :

Banyak sekali kendala-kendala lain yang menyulitkan ia untuk
melaporkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
yang dialaminya. Hal ini disebabkan :



1. Perasaan maiu, kotor dan terhina membuat korban semakin
malu dan takut melaporkan peristiwanya kepada Polisi. Dan
korban memutuskan memendam pengalaman pahitnya dari
pada menanggung malu. Padahal korban baru saja mengalami
kekerasan pasti menderita luka dan trauma berkepanjangan.

2. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat akan kekerasan
terhadap perempuan, dan masih kuatnya faktor sosial budaya
yang menghambat pengaduan serta penyelesaian kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan.

3. Ruwetnya prosedur pelaporan peristiwa kekerasan, baik di
kantor Polisi maupun di rumah sakit juga menjadi alasan kuat
lainnya membuat korban semakin enggan datang mengadu.

4. Tidak mudah melaporkan kasus karena membuat aib keluarga.

S. Ragn melaporkan karena bisa jadi ia yang bersalah karena
tidak, becus mengurus suami atau keluarga.

6. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang
dialami suami semakin gelap mata kalau mengetahui isterinya
berani melaporkan dirinya yang berarti mencemarkan status
sosialnya sebagai kepala keluarga.

7. Khawatir jika melapor ia akan bercerai dan akan menjadi
janda, bagaimana ia kelak dan anak-anaknya.

8. Berani melapor, direspon oleh Polwan di Ruang Pelayanan
Kekerasan tetapi sulit untuk membuktikan kekerasan yang
dialaminya

9. Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancaman pidana
penjara. Berarti suaminya akan dikurung, bagaimana nafkah
keluarga, sekolah anak-anak siapa yang akan menjamin
biayanya sebab selama ini baik sistem sosial dan hukum telah
membuat "isteri tergantung secara ekonomi terhadap kepala
keluarga

10. Tidak memperoleh tanggapan positif dari aparat penegak
hukum, karena dianggap hanya sebagai persoalan keluarga
biasa.

Kasus dan Analisa Kasus (Putusan No. 75/Pid/B/2010/PN.EKG)

1. Duduk Perksara

Untuk lebih jelas tentang kekerasan anak dalam keluarga, maka penulis
mengemukakan suatu kasus putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.
75/Pid.Bf2010/PN.EKG yaitu kasus kekcrasan yaug Jilakukan oleh orang tua
terhadap anak kandungnya. Tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana
penganiayaan terhadap anak kandung.

Adapun duduk perkara kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi pada hari
Senin tanggal 23 Agustus 2010, sekitar pukul 09.00 WITA, atau sekitar
waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam




2.

bulan Agustus Tahun 2010, bertempat di depan rumah terdakwa Dusun Pusa
Desa Karueng, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam dacrah hukum Pengadilan
Negeri Enrekang, telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurul Fitra
bin Marhaban alias Fitra.

Atas kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya,
maka dilaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Enrekang guna pengusutan
lebih lanjut untuk diselesaikan secara hukum.

Dakwaan
a. Diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
23 Tehun 2002 tentang Perlindungar: Anak dengan unsur-unsur :
1) Barang siapa
2) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurul
Fitra bin Marhaban alias Fitra yang mengakibatkan luka berat.
b. Diancam pidana dalam Pasal 356 ayat (1) KUH.Pidana
¢. Diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Fidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan
pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, adanya barang bukti serta adanya visum
et repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrckang
atas nama saksi korban Nurul Fitra telah terjadi tindak pidana penganiayaan
dalam kalangan keluarga yang dilakukan oleh tersangka Baharuddin terhadap
anak kandungnya sendiri dengan cara menarik tangan kiri korbar dengan
tangan kanan terdakwa schingga saksi korban terjatuh ditanah karena ia
berusaha lari dari terdakwa, namun tidak melepaskannya lalu ranting coklat
yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya diayunkan
dan dipukulkan kepada saksi korban dan mengena pada bagian betis saksi
korban scbanyak 2 (dua) kali, pada bagian paha sebelah kiri scbanyak |
(satu)kali, pada bagiarn tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada
bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi
scbelah kiri saksi korban sebanyak ! (satu) kali serta terdakwa menendang
pantat saksi korban sebanyak 1 (satu kali). Akibat perbuatan tersangka
tersebut saksi korban Nurul Fitra menderita bengkak pada bagian punggung,
tangan kiri dan luka gores pada bagian paha sebelah kiri.

Dengan demikian ic.songke Raharuddin telah terbukti melakukan tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan dalam keluarga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 dan Pasal 356 KUH. Pidana.

Menurut Pasat 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 discbutkan sebagai
berikut :
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BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan

dalam keluarga antara lain karena, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan

daya emosional yang labil serta karena pengangguran sehingga mudah

menimbulkan emosi dan kejiwaan yang labil.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam

keluarga adalah dengan cara :

a. Preventif yaitu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam
keluarga dengan cara memberikan pengertian dan sosialisasi kepada
masyarakat tentang UU No. 23 Tahun 2002 serta bahayanya kekerasan

terhadap anak,

- b. Represif yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman yang berat kepada

pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sehingga tidak akan
mengulangi perbuatan kekerasan dan kepada pihak lain akan menjadi
takut untuk melakukan kekerasan terhadap anak.

c; Rehabilitasi yaitu dengan membina pelaku kekerasan terhadap anak o

dalam keluarga, sehingga setelah keluarmya pelaku dari lembaga

pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
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4.2 Saran-Saran

Pada bagian akhir dari skxipsi ini penulis menyampaikan saran-saran :
Bahwa mengatasi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
bukanlah hal yang mudah, sehingga disarankan agar ditingkatkan peranan
dari semua lapisan masyarakat agar tindak kejahatan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) dapat dihindarkan..

Terjadinya kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak
terlepas dari sanksi yang ringan terhadap para pelakunya. Karena itu penulis
menyarankan agar aparat memberikan sanksi hukuman yang berat terhadap

pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
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